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PRÓVINHÏ LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH

MENENGA1I PERTAMA KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Menhnbang

Mengingat

DENGAN RA1IMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

a, bahwa dalam rangka penerimaan peserta didik baru
pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak
Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
atau bcntuk lain yang sedcrajat, perlu dilakukan sccara
objektif, akuntabcl, transparan, berkcadilan dan tanpa
diskriminasi guna meningkatkan akses layanan
pendidikan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia No 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan
Peserta didik Baru pada Taman Kanak- kanak , Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah
Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pcmerintah
Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB
dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Petunjuk
Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama Kabupaten Tulang Bawang 2022/2023.

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II TulangBawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
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6. FYraturan FYmenntah Nomar 57 Tahun 2021 tentar.^
Standar Nawonal Rmdidikan Lembaran ?»>cirx
Repubhk Indonesia Tahun 2021 Nomor «7. Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6676 .

7. Peraturan Menteri Dalam Negert Nemer 30 Tahun 20'5
tentang lYmbentukan Produk Hukum Daerah r>~:a
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nccncr 2036
sebagannana telah diubah dengan Reraturan X’emen
Dalam Negen Nomor 120 Tahun 2013 tentaag,
Perubahan atas Reraturan Menteri Dalam Neger. Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201$
Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudxyaar.
Repubhk Indonesia Nomor I Tahun 2021 tentang
Penenmaan Peserta Dkiik Baru pada Taman Kanak-
kanak. Sekolah Dasar. Sekolah Menengah Pertama.
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah
Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 6),

MEMUTUSKAN :

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK KANAK. SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN TAHUN
PELAJARAN 2022/2023
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2 Sekolah yang diselenggarakan oleh Prmeriniah Darrah melaksanakan
PPDB aebgaimana dimaksud pada ayat (1) pada buian Jum sampai
dengan bulan Juli setiap tahun

3. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Darrah Wajib
mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan jnformasi PPDBantara lain terkait persyaratan, seleksi daya tampung berdasarkanketrntuan rombongnn bchyar, biaya, serta hasil penrriniann prsena didikbaru mclalui papan pengunurman sekolah maupun media lainnva
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Bagian Kcdua
Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan Colon pcserta Didik baru pada TK adalah :
1. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A

dan ;
2. Beiusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

(1). Persyaratan colon pcserta didik baru kelas 1 (satu) SD bentuk lain yang
sederajat ;
a. Calon pcserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima

sebagai pcserta didik dan;
b. Calon pcserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada

tanggal 1 Juli tahun bcrjalan.
(2). Pcngccualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling
lambat 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
diperuntukan bagi calon pcserta didik yang memiliki kecerdasan
istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan
rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;

(3). Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah;

(4). Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas
daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam
Peraturan Menteri.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain
yang sederajat;
a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun, dan;
b. Memiliki ijazah /Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain

yang sederajat.

Pasal 7

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 ayat (1) dan pasal
6 huruf a dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir yang
dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir.

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga Negara Indonesia atau warga
Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari sekolah di luar negeri
selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, wajib
menyertakan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang
pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 9

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,
pasal 5 dan pasal 6 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan
khusus yang akan sekolah disekolah pada penyelenggaraan program
pendidikan inklusif.
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Calon Pcscrta didik pada Sckolah Daaar (Sb) adalah :
(1) Scleksi calon pcscrta didik barn kclaa 1 (naiu) SD atau scderajat

memepertimbangkan krilcria dcngan urutan prioritas sesuai dcngan daya
tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar scbagai berikut ;

a. Usia sebagaimana dimakaud dalam parad 5 ayat (1) ; dan
b. Jarak tcmpat tinggal sekolah sesuai dcngan ketentuan zonasi

(2) Dalam scleksi calon pcscrta didik baru kdaa 1 (satu) SD sederajat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes wawancara,
menulis dan berhitung.

Pnsal 11

Calon peserta didik baru pada Sckolah Mencngah Pcrtama (SMP) adalah :
a. Jarak tempat tinggal ke sckolah sesuai dcngan ketentuan zonasi;
b. Usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a;
c. Nilai Hasil Ujian SD sederajat; dan
d. Prestasi dibidang akademik dan non-akademik yang disclcnggarakan

oleh Pcmerintah.

Pasal 12

Sckolah yang disclcnggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan scleksi
selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 1 1 dan atau mclalui
tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Baglan Keempat
Sistem Zonasi

> Pasal 13

(1). Sckolah yang disclcnggarakan oleh Pcmerintah Daerah wajib menerima
calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari
sckolah paling sedikit 70 % (Tujuh Puluh Persen) untuk Sekolah Dasar
(SD) dan 50% (Lima Puluh Persen) untuk Sekolah Menegah Pcrtama dari
total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, Pcmerintah Daerah
mclalui Dinas Pendidikan dapat membuat petunjuk teknis yang
disesuaikan dcngan kondisi wilayah masing-masing.

(2). Domisili calon pcscrta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu)
berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat
1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

(3). Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu)
ditetapkan oleh Pcmerintah Daerah dcngan Keputusan Bupati sesuai
dengan kondisi daerah, berdasarkan jumlah ketersediaan daya tarnpung
berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing masing sekolah
dengan ketersediaan anak usia sekolah didaerah.

(4). Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten /kota,
ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaiman dimaksud
pada ayat 1 (satu) dapat diterapkan melalui kesepakatan sccara tertulis
antar Perangkat Daerah yang menangani bidang pendidikan.
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Pasal 19

Peserta didik pendidikan dasar setara SD Negara lain dapat pindah kc SD di
Indonesia dengan memenuhi persyaratan lulus tos kdayakan dan
penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun
2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten
Tulang Bawang Tahun Pelajaran 2021/2022, dicabut dan di nyatakan tidak
berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang
Bawang.

Ditetapkan di Mcnggala

Diundangkan di Menggala
pada tanggal ( MoJ 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022 NOMOR : ƒ p


